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6. ,Kepuﬁlsan Menteri  Dalam %Ne,geri Nomor 6 Tahun 1999 téntz’sm;g;

7 Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 ‘-“‘"‘?""-‘-Si

ol

g

~ BUPATI KUDUS

- KEPUTUSAN BUPATIKUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2000
- TENTANG

© PETUNJUKPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLIDUS
- NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG SUMBIER PENDAPATAN DESA

BUPATI KUDUS,

!

a. bahwa untuk lebili memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten * -
g Sumber Pendapatan Desa dipandang

-~ Kudus Nomor 9 Talum 2000 tentan

- perlu wenyusun petunjuk pelaksanaannya ;
dalam Keputusan Bupat;

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; |
- Nomor 3839);

~ Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara.bNomor 3848); SRR

Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dalam Daerah Otonom (Lembaran -

Negara Tahun -2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor '~ |

3952);

- Pemerintahan Desa ;

Prosedur Penetapan Produk-produk Hukam di Lingkungan l')epaﬂ"emen{
Dalam Negeri ; SR Co T P

Pedoman Uthum Pengaturan Mengenai Desa;

/8. 'Ppralm‘au". i

:.‘:"- o L E R . Pt :
S Coe : , i
. . N N H

'b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan, -

: 1. Undang-undang Nomor 13 Talun 1950 tentang Perhbéntukan Daéra]ri h .

' Undmlg-uhdmlg Nomor 22 Tahui 1999‘"teutmig Peiﬁeg’iﬂtnhmi Daerah i
(Lembaran Negara ‘I'ahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara-

3 Uhdang-_undmlg Nomor 25 Talun ‘1999 ,lenlmlg ,Per»i‘mbw‘ig:m Keuangan o
Antara Pemerintah Pusat dan’ Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 .

-4 Pera}lurml ‘Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ,t:entang ’I‘leWen’xangzuj Ay

5. Peratwran Menteri Dalam: Negeri Nomor 4 Tahun 1999 teﬂt;m_gii? {3
- DPencabutan Beberapa Peratwran "Menteri Dalam Negeri, Keputusan = | . !
Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai | |+

- Pelaksanuan Undang-undang ‘Nomor - 5 Tahum 1979 lentang |




v 5,2.};; |

8. Peralwan Daerah Labup.llul l*.uduq Nomor 9 Tahun 2000 tent'mgf.; N
~ Sumber Pendapatan Desa (Lemlnran Daerali I"\hlm 2000 Nomon 15,
'l 'unlmh'm Lembal an Daerah Nomor 8) -

9 ~ Peraturan Daemh Fabupaten Kudus Nomor 10 mlmn 2000 tentang s : :
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah - -
I‘ aliun 2000 Nomor 16 'l.unbahzm Lembar'm DaerahNomm 9),

Mlsmu'msmN :

Meuetapkah © KEPUTUSAN  BUPATI  KUDUS lLNlAN(: PETUNIUK -
. . PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN - KUDUS
'NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA -

- - BABI TR PR
| u KETENTUANUMUM -~ C o
o A o 1’83er i
,Ddhun hepulusan ni yang dimaksud dcng'm
oA 'Bupah adalah Bupdhl udus; o :
b. Camat a(lahh I&epah Kecamatan yang mer upakan Pet angkdl Daer: ah
c. Desa 'ulahh kewlu'm nmsy'\mkdt hukum yang memlllkl l(ewenmlgan,;’g;{ ST
© unfuk mengatur dan wmengurus kepentingan masyarakat setempal -
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam ;
sistem pemer mtah.m Nasional dan l)ex ada i D'm ah Kabupaten; :' !
d.  Pemerintahan - Desa ‘ mlalah X k_elgial,'an pemerinlahan yang I
o - dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badiin Perwakilan Desa; .~~~ @
(‘ . ¢.  Pemcrintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

L Apwal 1’énlefixnl£dxzu1 Desa adalal Aparai }Pe_mgerix‘jtah»Desa,_d,an'BP.Is; : , .
B Petterintah mhlﬂln _l’.emcrinlah Pusu‘l'k o | o

| le. " Pemenﬁtah Proplrm 'l(l’l]ilh Pemermtah l’l opmm lawé Iengah

 _ i Pemel mldh lxabupdten adal'lh Pemermtah I&abupalen I&udus, B

J. Badan  Perwakilan - Desa mg sclamuinya (hsmszkat BPD adnluh o
Badan Perwakilan yang (e diri atas pcmllkd pemuka masyarakat yang |

-ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, dan - munbuat'j R

" Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan z aspirasi masyarakal, ' ol

sertamelakukan penq'lwnssm telh.ldap penyelenqg'u aan pemex mtdh'm SRR

ER desa,

k. Pim_gutaﬂ




v<ff’.)_ |

k. Pungutan  Desa adalah  segala - pungutan baik berupa uang maupun -

' ~ benda dan atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa, berdasarkan . .
pertimbangan kemampuan social ekonomi masyarakat di Desa, yang ' .
ditetapkan melalui Peraturan Desa  dalam rangka peningkatan - -
penyelenggaraan  pemerintahan, - pembangunan  dan pembinaan
kemasyarakatan di Desa;” . s o

l. - Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah
‘melembaga serta menganchmg unsur-unsur timbal balik yang bersifat -
sukarela antara Wargn Desa don atau Warga Desn dengan Pemerintuh -
Desa  untuk  memenuhi  kebutuhan yang insidentil - maupun |
berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama o
baik materiil maupun spirituil; . LT

m.  Pasar Desa adalah Pasar yang secara historis dan tradisional dibzmgm:_. e

~ diatas tanah kas desa dan merupakan milik desa; o

n. . Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa dapat berupa bengkok dan .= -
bondo Desa yang hasilnya menjadi Sumber Pendapatan Desa; SERERRE TR L

0. Mutasi Tanah Kas Desa adalah proses pelimpahan dan penyerahan
kepemilikan hak atas Tanoh Kas Desa kepada Pihak lain. - '

 BaBm
‘SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:
& Pendapatan asli Desa, meliputi :
1) hasil usaha Desa;
~ 2) hasil Kekayaan Desa; . _
3) hasil Swadaya dan parsitipasi;
4) hasil Gotong-royong; o
- 3) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;

b. bantuan dan sumbangan dari Pemerintah kabupaten yang meliputi :
1) bagian dari perolehan Pajak dan Reltribusi Daerah; R
2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Pemerintah Kabupaten; ' e

d. sumbangan dari Pihak ketiga; -
e. pinjaman Desa, -

' c. bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

Pasal 3 - ,

o () Slilﬂbﬂ"-mhnbel‘ ‘pendapatan  Desa jsebagaimmm dimaksud Pasal 20
 Keputusan ini diatur dan dituangkan Iebih lanjut dalam Peraturan Desa. ,

/(2)"Pel'ahbl,r_ml..‘.’.j...,§ Do e
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(2) Peraturan Dem selmgaunana dimaksud ayat (1) l’asal ini, dap'll lerdm d'\rl
beberapa Peraturan Desd, antara lain tentang :
" a. Pelelangan Tanal Bondo Desa d.m Bengkok I’enmgkal Desa yang
~ kosong; ’ L
b, Pelimpahan kekayaan Desa vmlg, buk.m bempu l.mnh K.w Desn S
kepada Pihak laim; b o
¢, Pelimpaban dan penyeralian Idﬂ'lll Kas D»sa l\epada pihak ldm
(Mutasi Tanah Kas Desa), ' : v
. Pmlgut.m Desa;
e. Kerjasama (len&.m Pihak ketiga;
[ Pendirian Badan Usaha Milik Desa; ’
g. (Lm Peraturan Desa lainnya sesuai deng,an kebumh'm ])es1

(3) Per atu1m1 Deba sebagmmdna dmmksud avat (1) Pasal ini, tetdp '
* berpedoman pada Peraturan Daerah-Kabupaten Kudus Nomof 9 “Talun
20()0 tent'mg ‘)umber Pen(lapai'm Des't berikut Petunjuk Pelakqanaanny'l '

BAB HI
SUMBER PENDAPATAN DESA YANG TILLAH DIKF LOLA
PFM[ TRINTAIT l&ABUPA TEN

qutll 4

(1) bumbu Pendapatan Desa yang, telah dlkblold olch Pemel intah I&dbupdlcn . :
pembagian hasilnya akan diatur berdasarkan perjanjl«m ker_)'lsama 'mlara.'; o
Pemelmtah Desa deng'm Pemermt'thl '\bupdten, : :

(2) Sumber Pendap'uan Desa sebagmmmm dmmksud ayat (1) Keputusan ini S 3
* antara lain berupa Pasar Desa dan Tanah-tansh Kas Desa yang dapat -

 dimantaatkan oleh Pemermtah l‘abupateu sebagan Sumber Pendapatan;vi o
Daelah ; : _ RN

. BABIV
PASAR DESA

, Bngnau l’eluma S ’
Penbagian Iasil Pend apatan Pasar Desa

yang dikenbangkan Pcmermt'lh lsnlmpatcn

P'1s1l 5

Pcmb.)gl.m hasil pendapatan  dari I’as‘n Desa. qk’m (hberlkan kepad.l e .
 Pemerintah Desn yang bersanglutan seliap tahunnya dengan berpedoman’
| pad.l per J«uumn ker|.wama belmgaunana dmmksud ayal (1) Pd'«!dl 4 I&epulus'm

uu - ’

e /Bagiau,..’.t.;..'.-"’ = A
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Bagian ls'cdua: L
, l’enixentukan P-asa‘t‘ Desa

Pasal 6

(1) Sesuai  dengan pukemlumgml penyelmgmu.mn pemennldluul ddll
pclakszmaan pembangunau, pd(ld seliap Desa dapat dibentuk PaS'u Desa.

() Beber apa Desa dapat membzmo,un snlu pas'n melalui kerjasama antar

Desa sesuai dengan per ahu an penm(lang-uudm\g.m yang berlaku. — +
Ps I'MI 7

Biaya pembangunan Pasar Desa dapal dlpcrole;h dari:

a. swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

¢. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propingi atau Pemer mtah 1\‘1bupdlen
d. bantuan yang sah dan tidak mcnglkdt '

- ¢. Pihak ketlgal»eulds(ukm per_]mm'm kerjasama.

B.lg_,i'ui Ketiga
lujuan l’enbculuk.ml asar Desa

PmﬂS

Tujuan dibentuknya P'vmr Desa adalah eeb'wm sarana untuk

- a. memasarkan hasil produksi; _
b. mendorong masyarakat Desa .lg,m mampu borprodukst dan mengolah

“hasil produksi Desa;
menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan asli Desa;
mendorong kehidupan perekonomian Deb'x .
- mendorong, kehxdup'm Lembaga Per Iu edntan Desa (lan Kopex agi Desa. A'

BAB A2 ' '
BAN TUAN DAN bUl\'lBAN(JAN DARI PEMERIN L. AH ]\ABUPA l‘IZN

Pasal 9

. (1) Pemerintah Isabup'uen dapat membenkan bantuan dan sumbangan y'mg ¥

berasal dari
~a bagian perolehan Pamk dan Relnbusl Daerah;

b. bugian dari dana perimbangan keuangan I’us'll d.m Daer ah y'mg S

diterima oleh Pcmu intah Kabupaten;

(2) Besarnya bantuan dan sumbdng'm sebﬂgdlmam tersebut ayat (1) PaS'll ini

akan  diberitahukan kepada masing-maging Desa melalui pelmnuk

penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa dalam setmp aw'xJ

tahun anggaran.

/BABVI......... -
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L{AIS Vl
Pl'[)(')l\'lAN I’l LIMPAHAN DAN PENYERAHAN PE\IGI‘ LOLAAN
‘ KEKAYAAN DESA .ls.Ll’ADA PlI I_AI& LAIN |

Bagian Pertann
Ui

Pasal 10

Penp,.llunw pelnmp'lh.m clan penyemh:m pcn‘q»lold.m kek.ty.mn desa kcpd(h' Co

Pihak lain ditetapkan dalan Per aturan l)esa

Pasal 1 1

- Setiap terjadi pelaksanaan pehmpahan dan penyer ah'm pengelolazm kekaya‘m% o
desa kep’ldd pihak lain ditetapkan dengan Kepuumn Kepald Desa qetel'lh‘ o
mendapat persetujuan BPD. : .

Pasal l 2

Peraturan Deqa sebag*nmana dimaksud Pasai 10 Keputuqdn ini memmt lnl-; -

hal sebagai berkut ;
. tatacara pimpahan dan penyer'lhzm pengelol'lan,
b. persyaratan;

~¢. pengelolaan hasilnya; :
- d. balas waktu penyerahan peng»lol'xan, .
- e. ketentuan-ketentuan umum lamnyd

PtLScll 13

. Tu]uan pehmpahan dan penyerahan pengelolaan kekayaan Desa kepada ])lhﬂk' :
lain hendaknya (hlaksanakdn dalam kerdngka kebmk'm unluk menmgkalkan . i

pend'lp.llzm Desa.

P'a‘sal 14 '

Jenis hekayamx Desa yang dapat dilimpahkan pengelold«my'x kep'lda plh'lk_ ,

lain sebagaimana dimaksud Pasal 10 Keputusan ini dapat terdiri dari ;

4. Tanah Kas Desa yang berupa Tanah Boudo Desa dan T.umh Bengkok': i |

Perangkat Desa yang kosong,

b. Kekayaan Desa lainnya yang bukan - bempa tanah k'm De'sd;;

- sebagaimana dimaksud hurui a Pasal ini, antam lain melxputl
1). Pasar Desa, -

2). Bangunan Desa;

3). Obyek rekreasi yang dinrus oleh Dcsn,

4). Pemandian umum yang diurus oleh Desa;

3). Lain-lain kekayaan milik Desa. -

. /Bagian |
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, Bagian .l.{L?(l||;l :
- Penyerahan Pengelolaan "Tanah Bondo Desa
- dan Bengkol Perangkat Dusa yang Kosong

Pusal 15

Apubila tanall kas Desa  dibutubkan untuk  keperluan penierintahan dan

pembangunan, agar divsahakan sedapat mungkin tidak terjadi pelepasan hak /..

“pengalihan status kepemilikan, akan tetapi dengan cara sewa atau diserahkan

pengelolaannya kepada Pihak lain.

 Pasal 16

(1) Persyaratan penyerahan pengelolaan Tanah Bondo Desa dan ;B,cllgkok o |
Perangkal Desa yang kosong kepada pihik lain harus meienuhi syarat- .

syaral sebagai berikut :

a. dilaksanakan  welalui - pelelangan  terbuka  Khususnya bagi -

masyarakat Desa yang bersangkutan ; ' :

b. uang hasil lelangan secara utuh harus disetorkan di Bank yang .

ditunjuk  oleh Pemerintah Desa - dalam bentuk Giro De‘sa,f

Tabungan, dan atau Deposilo alas nama Pemerintah Desa;

¢. guna memudahkan penyelenggaraan ‘pemerintahmxg Desa, Bank
yang terletak 'di = dekat Pusat

yang ditmjuk  diusahakan
Pemerintahan Desa; o

d. hasil dari pelaksanaan lelang harus dituangkan dalam chutuszm‘i

Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

¢. pengambilan vang hasil lelang sebagaimana dimaksud huruf ¢ ayat
ini, dilakukan sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa;, - |

£ setiap melakukan penyetoran dan pengambilan uang hasil lelangan
~di Bank, semua bukti penyetoran dan pengambilan harus disimpan - ¢

oleh Bendaharawan Desa.

(2) Untuk memenuhi- persyaratan /sebag'aiti\mm bdimuksud‘ ayat (1) huruf a o
Pasal ini, dalam melaksanakan pelelangan dapat dilaksanakan oleh Badan =
Kerjasama Pelelangan Tanah Kus Desa, yang dibenm‘k’dvengan Keputusan -

Kepala Desa;

(3) Badan Rerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari” ‘
Pemuka-pemuka masyarakat selempat diluar unsur Aparat Pemerintahan

Desu;

(4) Untuk memperlancar jalannya acara lelang, Badan Kerjasama harus = =~
membuat pengumuman dan standar harga lelang  sekurang-kurangnya
dalam waktu 7 (tujub) hari sebelum acara lelang dilaksanakan, dengan -

perselujuan Kepala Desa dan Pimpinan BPD,

(5) Besﬁmya. standar harga lelang ditétapkani s‘ekm‘ang-ku‘rangnya sebesar

“harga telang tahun lalu atan sesuai harga lelang setempat.

(6) Pelelangan dapat dilaksanakan di Balm Desa atau lempaf lain yang

¥

diluqiukb.leh Pemerintah Desa.

Pusal17 ...
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Pasal 17

Jenis pelimpahan dan penyeralian pengelolaan Tanah kas Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 14 huruf a Keputusan ini, antara lain dapat disebabkan karena
pengalihan status dan fungsi peruntukan tanahnya. B

Bagian Ketiga

Penyerahan pengelolaan Kekayaan Desa Iaiumya yﬁi_:g bukan berupa

(1) Persyaratan  penyerahan  pengelolaan Kekayaan ~ Desa lainnya

Tanah kas Desa kepada Fihak lain

Pasal 18 |

sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b Keputusan ini, kepada pihak lain
~ harus diatur dalam Peraturan Desa dan harus memenuhi syarat-syarat ° |

_sebagai berikut : ~ B | v A
dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama dengan Pihak lain yang ~ : |

A

b.

diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Desa; e
untuk jenis kekayaan Desa yang dapat dimanfaatkan secara
temuporer dapat langsung dikelola oleh Pemerintah Desa, sedangkan
yang masa sewanya berjangka panjang harus dengan persetujuan
BPD, dan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Kepala
Desa, | | S .
uang hasil sewa secara utuh harus disetorkan di Bank yang - -

- ditunjuk oleh Pemerintah Desa  dalam bentuk Giro Desa, L

Tabungan, dan atau Deposito atas nama Pemerintah Desa; -
guna - memudahkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bank

“yang ditunjuk  diusahakan yang terletak  di dekat Pusat

Pemerintahan Desa;

hasil dari perjanjian kerjasamé. dengan Pihak lain ‘dituangkan dalam

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Pihak kedua,

untuk selanjulnya ditetapkan dalam Kepulusan Kepala Desa setelah
mendapat persetujuan BPD, - ‘

‘pengambilan vang hasil sewa sebagaimana dimaksud hiruf ¢ ayat
i, dilakukan sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan | -
~Belanja Desu; ' ? [P "

setiap melakukan peayetoran dan pengambilan vang hasil sewa di

- Bank, semua bukti penyetoran dan pengambilan harus disimpan
~ oleh Bendaharawan Desa. - - o R

(2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b °
- Pasal ini, khususnya bagi persewaan untuk jangka panjang, dalam .
_ melaksanakan perjunjian dapat dibantu oleh Badan Kerjasama Pengelola

Kekayaan Desa, yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa;

- (3) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari -
Pemuka-pemuka masyarakal setempat diluar unsur Aparat Pemerintalian

Desa;

- (1) Besumya standar harga sewa ditetapkan  sekurang-kurangnya sebesar
harga sewa periode sebelumnnya atau harga sewa setempat. :

L fPasal19 ...,
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. Pasal 19 -

. Hal-hal lebih lanjut mengenai mekanisiue, p’eratu_ran lata lertib lelang, Honor |
Badan Kerjusama Lelang alau Badan Kerjasama Pelelangan Kekayaan Desa,
dan sebagainya dapat diatur febih lanjut oleh Pemerintah Desa dan BPD yang *

hasilnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.

PABVII

PEDOMAN PELIMPAHAN DAN PENYIRAFAN TANAH KAS DESA ~

~ KEPADAPHIAK LAIN
(MUTASI TANAH KAS DESA)

" Bagian Pertama |
* Tujuan dan Arvah Kebijakan .

Pasal 20

Seliap pelimpahan dan penyerahan tanah kas Desa kepada Pihak lain (Mutasi
~ Tanah Kas Desa) hendaknya dilaksanakan dalam kerangka kebijakan sebagai -
upaya memperkuat Pemerintahan Desa khususnya dalam usaha meningkatkan
/ wenggali sumber pendapatan Desa dun sekurang-kuranguya menjamin N

kelestarian sumber pendapatan Desa yang ada,

Pagal 21

(1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Kepulusan ini dilarang wntuk i
dilimpahkan atau diseralkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan watuk =

kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan,

(2) Pengertian diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek pembangunan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa.:

4 Unlk pembangunan prasaana pendigikan, sosial budaya dan .

- keagamaan; ‘

b.  Untuk pembangunan prasarana Kesehatan;, .
Untule pembangunan prasarana Pemerintahan Desa/Keluralan;
Untuk pembangunan prasarana Kantor/Instansi Pemerintah;

s

-~
—

Untuk pembangunan prasarana Perhubungan;,
Untuk pembangunan prasarana Perekonomian;
Untuk pembangunan prasarana Produksi;
Untuk lokasi Perumahan mura (Perumnas);, -
Untuk pembangunan prasarana umum Jainnya;

mrER o

(3). Apabila pengalihan status kepemilikan tidak “dapat dihindarkan, ‘maka
harus  diupayakan mencari - tanah lain sebagai pengganti tanah yang

dilepas.

Pusal 22

Pengaturan 'l’ahah Kas Desa yang dilimpéhkm\ atau diserahkan kepadd Pihak_ LA
lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan' Desa tenlang Pedoman Mutasi . -

' Tl';nllall Kas Desa .

 /Bagiau ‘
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Ik\gmn l&e(lua
Jeuis Mutasx l.\mh Kas l)es.l

Pasal 23

Jenis-jenis Mutasi Tanal Kas Desw, antara lain
Mutasi tanah kas desa kavena jual lepas;
b.  Mutasi tanah kas desa dengan ganli rug;
¢. Mutasi tanah kas desa dengan tukar menukar.

Bagian Ietiga
H.(lmmu Penyusuman Peraturan Desa
teut:mz_ y Vintasi Tanah IKas Desa

Pagsal 24

(1) Pelimpahan  dan  penyeralian  (anah  kas desa kepada Pihak lain
sebagaimana  dimaksud  Pasal 20 I&epulus an ini harus  memenuhi
persyaratan : ' ' -

a. ganti rugi lanah paling sedikil senilai dengan tanah yang dilepas;

b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain
" yang luasnya paling sedikit senilai dengan tanah yang dilepas;

¢ mendapat pcrlimb'.mgzm tertulis gl;nri Bupul.i. o

(2) Pertimbangan tertulis yaug diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud .
ayat (1) Pasal ini dld'u“u kan atas “saran dan Tim yang dibentuk oleh
Bupati.

Pasal 25

m ])al(un pencculau tanah penggdntl hdnm (lltangam oleh Panitia Mutasl :
Tanah Kas Desa ; : : "

(2) DPanitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibentuk oleh Kepala.
" Desa dengan Kepulusau Kepala Desa; ‘ '

(3) Pamtia sebagnimana dimaksud (I'tpdt terdiri dari  Pemuka-pemuka
- masyarakat Desa setempat, diluar unsur Aparat Pemerintahan Dega ;

1) Panitia sehagnimima “dimaksud ayat (1) Pasal ini bertugas membantu

wembutuhkan tanal, dalam hal penentuan haxga (I'm penc*man tanab
ponm,dnh : : ‘

" Pasal 26

I’mlnnluungdn dalam mencari I'm.lh I’enggdnu mohpuh
. Lokasi tanah pengganti diusahakan berada di wilayah .1dmmxstr.l<.1 ;
Pemerintah Desa dan apabila lldak memungkinkan, dapat berada di -
wilayah Desa lainnya dalam satu I‘.ccfmmlan ataw di luar Kecamatan
daldm satu Kabnpaten ’

b. Lul(d&l tfmdh ponggcmh agar muddh di J.mgkan .1tdu diket jdkﬂll oleh Desa;

/c.‘ Tinglat ........

Kepala Desa untuk melakukan wusyawarah dengan Pihak  yang S




LY

-

‘¢, Tingkat kesuburan harvs lebih baik sehingga benar-benar bermanfaat bagi

Desa.
& Untuk menentukan senilai  atan  tidaknya tanah pengganti dapat
dipertimbangkan dari unsuv luas tanah, kelas, tingkat produltifitas, harga,

dan atan letalnya.

e. Nilai manfaat yang dapal diambil oleh Pemerintah Desa dan masyarakat

_sefempat, dari pelepasan tanah atau peruntukan pembangunan diatas tanah

yung akan dilepas tersebul.

Bagian Keenpat
Prosedur Mistasi Tanah Kas Desa

Pasal 27

(1) Sebelum melaksanak Mutasi Tanah Kas Desa, seliap Desa harus

membuat Peraturan Desa lentang Podoman Umum Mutasi Tanah Kas
Desa. ‘ ‘ B ‘ - '

(2) Apabila Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah

disalikan, maka setiap Mulasi Tanah Kas Desa dituangkan dalam bentuk

Keputusan Kepala Desa setelah 'menda;’mt_ perselujuan BPD.

(3)v Penctapan Keputusan Kepala Desa terscbut dapat dilaksanakan setelah
- mendapat ijin tertulis dari Bupati SRR : A

(4) Dalam mengajukan permohonan perselujuan - penelapan Keputusan

Kepala Desa sebagaimana tersebut .ayat (2) Pasal ini kepada Bupati, N

harus dilampiri dan memenuhi syarat

a. adanya permohonan secara tertulis dari Pihak yang membutuhkan -

tanah / menghendaki Mutasi Taunah kas Desa;

b. adanya surat persetujuan / pernyataan tidak keberatan dari BPD -

setempat atas rencana Mutnsi Tanah Kas Desa tersebut;

© c. lanah pengganti sebagai hasil ganti rugi paling sedikit harus senilai

dengan tanah yaug dilepas; S :
d. dalam hal tukar menukar, tanah pengganti harus lebih luas dan
produktit dibanding tanah yang ‘dilepas;

e. adanya sural pernyataan tidak keberatan dari Kepala Desa dan atau -

‘Perangkat Desa atas pelepasan tanah kas desa serla diketahui oleh -

Pimpinan BP’D;

f adanya surat pernyataan dari p‘emilik tanah pengganti yang

menyatakan lidak keberatan apabila tanahuya dibeli oleh

Pemerinlah Desa sebagai tanuh pengganti dan pembayarannya.

menunggu setelah mendapat persetujuan Bupati;

g adanya sural pernyataan yang menerangkan bahwa tanah .

pengganti bukan merupakan tahah sengketa;
h. fotocopy Sertifikat / Lelter C tanah pengganti;

i, Peta / Denah lokasi baik tanah yang dilepas maupun tanah

penggantinya; L
Daftar inventarisasi tanah kas: desa;

-

keperluan Pemerintah Desa maupun masyarakat setempat.

/(5) Apabila

keterangan manfaat dari Mutasi tanah Desa tersebut baik untuk !
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(S) Apabila  Mutasi Tanah  Kas Desa  lersebut  diperlukan  untnk

pengembangan usaha sebuah Perusahaan, harus disertai :
a l&esauggup'm menanggung selurull biaya akibat terjadinya Mutam
Tanah Kas Desa, yang dituangkan ‘dalam bentuk Surat Pernyataan;

b, Surat ijin lokasi tlzu‘i Insl.ansi- yang bverwemmg;

c. hesqnggup.m membmk.m dana kompem asi unluk pembangunan,

{6) Apabila lmrdzw:n'luul hasil — penclitian - (crlmdup lampiran — syaral -

adminstrasi Feputusan  Fepala Desa telah  memenuhi - persyaratan
webagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) Pasal ini, selanjutnya Tim yang
akan dibentuk oleh Bupati akan mengadakan pengecekan dilokasi tanah
yang dilepas dan tanah penggantinya.,

(7) -Apabita berdasarkan hasil penelitian dan pevilaian oleh Tim tersebut
“dinvatakan tidak keberatan untuk dilaksanakan, wlamuluya Bupati akan
mengadakan pengecekan secara l(mgsung (hlol ast tanah yang dilepas dan -
tanah penggantinya. :

(8) Apablld berdasarkan Jasil pen;vcwkau secara ldngsung oleh Bupali
hasilnya menyetujui rencana Mutasi Tanah Kas Desa tersebut, maka
Bupali akan segera. menerbitkan surat ijin pelaksaaan mutasi tanah kas
~desa tersebut. B ? i

BABVIII

PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN
SUMBER P NI)APA TANDESA |

4 Pasal 28 h

(1) Pengawasan terhadap Pengelolaan Sumber ‘Pendapatan Dosa dils kukan

oleh BPD. ' ‘

(2) Pengawasan terhadap  Pengelolaan  Sumber Pendapatan Dosa dapat
dilakukan olch Bupati d|)ilbl|d (llplmd‘u;g\ perlu dan rll..lll diminta oleh
BPD. - ‘ L ‘

(3) Pengawasim yaug dlpflml.mx., perlu fzeb agaimana. dimaksud ayat (2) Pdml
ini, dilakukan oleh Bupati tanpa permintaan BPD sepanjang pengawasan
terhadap sumber pmncl.qmlan desa yang berasal dari bantuan Pemerintah,

" Penerintal Propinsi atau Pemerintah l«.ulmpaten (lengdn ter leblh dahulu
“memberitahukan l(vpdda BPD.

(1) Pengawasan yung dipandang, perlu sebagaitmana dimaksud ayat (7) Pitsal
i, _]uga dapat dilakukan olel Bupati tanpa permintaan BPD tuhd(l,lp
sumber  pendapatan  desa  lainnya d‘x]udr sumber pendapatan desa
sebaguimana  dimaksud ayat (3) Pasal ini, apabila diduga terjadi
penyvimpangan d:'ngml ler Ieluh dahulu membu‘nldlmkm l(t‘p'ldd BPD.

(%) Apabila Bl’l) meminta  banfuan kepada  Bupati unluk melakukan -
pengawasan  terhadap pengelolazan sumber pendapatan desa, maka

permintaan disampaikun secara tertulis oleh anpnum BI’D

. f(6) Berd:isarlmti .
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(6) Berdasarkan permintaan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat
(5) Pasal ini, Bupati akan menunjuk Instansi terkait.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum distur dalam Keputusan Bupati ini, akan diatur lebih
lanjut dalam Petimjul Teknis.

Pasal 30
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkun.
- Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
padatanggal 31 hApustus 2000

Diundangkan di Kudus
padatangga] 1 Epugtng 2N

KRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

A

|\ < HMERU SUDJATMOKO
\N_J/ A/’
'\2;-‘;;_:;:»_’ .Sj )"4/

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 32
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